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Abstract 

 This research aims to determine the implementation of the Smart Tax application at the Regional Revenue 

Agency of Pekanbaru City through targeted taxpayers, namely restaurant tax, entertainment tax, hotel tax and 

parking tax, where in its implementation there are taxpayers who have not complied with paying taxes as well as 

factors inhibiting the Revenue Agency. Regions in realizing the Pekanbaru Smart Tax application. This research 

uses quantitative methods and descriptive survey research type. Respondents in this study were employees of the 

Pekanbaru City Regional Revenue Agency and Pekanbaru City Taxpayers. In this research the author uses the 

Implementation theory proposed by Richard E. Matland, which in his theory has "five precious point" namely 

Policy Accuracy, Implementation Accuracy, Target Accuracy, Environmental Accuracy and Process Accuracy. 

The results of this research show that the implementation of the Smart Tax Application at the Pekanbaru City 

Regional Revenue Agency is in the Implemented category due to effective leadership policy factors and 

communication management towards taxpayers that are implemented, the implementation of the Smart Tax 

application runs in accordance with established policies, the appropriate policy implementer is the Agency 

Pekanbaru City Regional Income. Then it is supported by a Self Assessment payment system.  Although there are 

still some taxpayers who are not yet motivated to pay their business taxes, and hope that the tax reporting menu 

will include additions for several other regional taxes 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aplikasi Smart Tax pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui sasaran wajib pajak yaitu pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak hotel dan pajak parkir yang dalam pelaksanaannya  terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam 

membayar pajak serta faktor-faktor penghambat Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan 

aplikasi Smart Tax Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan tipe penelitian 

survei deskriptif. Responden pada penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru dan Wajib Pajak Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

Implementasi yang dikemukakan oleh Richard E. Matland yang didalam teorinya memiliki “lima 

tepat” yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan 

dan Ketepatan Proses. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Aplikasi Smart Tax pada 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada kategori Terlaksana karena faktor kebijakan 

kepemimpinan yang efektif dan manajemen komunikasi terhadap wajib pajak yang terlaksana, 

pelaksanaan aplikasi Smart Tax berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, pelaksana kebijakan 

yang tepat yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Kemudian didukung dengan sistem 

pembayaran Self Assesment.  Walaupun beberapa wajib pajak masih ada yang belum termotivasi untuk 

membayarkan pajak usahanya, dan berharap menu lapor pajak ada penambahan untuk beberapa pajak 

daerah lainnya. 

Kata Kunci : Implementasi, e-Government, Pajak, Smart Tax 
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Pendahuluan 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berkontribusi besar  terhadap 

perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Karena sifatnya yang memaksa. Setiap 

ketentuan-ketentuan dalam pembayaran pajak telah diatur dalam Undang-Undang (UU). 

Pembayaran pajak diwajibkan kepada orang tertentu yang disebut dengan Wajib Pajak yang 

di mana telah memenuhi kriteria berdasar setiap kategori yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak wajib menyetorkan pajaknya dan untuk 

yang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan dikenai 

pelanggaran pajak atau sanksi yang ada berdasar dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat 

pada pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan Undang-Undang”. Seperti halnya negara demokrasi yang menyebutkan 

bahwa pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, begitu pula dengan pajak. Bisa dikatakan 

bahwa penghasilan dari Wajib Pajak itu berasal dari rakyat kemudian dibayarkan baik dari 

penghasilan kekayaan pribadi maupun kekayaan alam yang terdapat dalam negara yang 

harus dibayarkan kepada kas negara untuk kepentingan negara terutama dalam 

pembangunan negara juga sebagai kesejahteraan rakyat. Wajib pajak pada umumnya terdiri 

atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.  

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 87 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Elektronic Government (e-Government) melalui Aplikasi Integra (Integrasi) 

Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Electronic Government atau e-Government adalah 

pemanfaatan media teknologi dan informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan 

public. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, dan dengan adanya Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 87 Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

meningkatkan pelayanan dengan inovasi sistem informasi yang berbasis aplikasi yang disebut 

dengan Smart Tax Pekanbaru.  

Inovasi Pelayanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online yaitu Smart Tax 

diinisiasi bertujuan untuk memudahkan wajib pajak agar tidak menunggu dan mengantri 

ketika melakukan pengakses Smart Tax Pekanbaru merupakan aplikasi berbasis mobile 

Android yang dapat diinstall melalui playstore. Aplikasi ini menyediakan layanan pajak yang 

merupakan gabungan dari semua layanan publik, sehingga mempermudah masyarakat 

menggunakan aplikasi pelayanan perpajakan di Kota Pekanbaru. 

Aplikasi Smart-Tax merupakan aplikasi mobile yang dibuat Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru untuk masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan pajak daerah 

agar menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aplikasi Smart Tax Pekanbaru Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, pasal 1 (25) berbunyi:”Aplikasi Smart Tax Pekanbaru 

adalah aplikasi system informasi berbasis android yang diperuntukkan untuk masyarakat dan/atau 

wajib pajak dalam rangka mempermudah administrasi perpajakan, dimulai dari pendaftaran sampai 

tahap pembayaran pajak daerah.” 

Inovasi pemerintah dengan adanya aplikasi Smart Tax Kota Pekanbaru, bertujuan agar 

pelayanan lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu repot untuk 
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menyalurkan pajak, karena melalui telepon genggam saja segala urusan dapat diselesaikan 

dengan mudah. Namun, tentu saja kemajuan teknologi tidak serta merta langsung dapat 

digunakan tanpa adanya gangguan ataupun hambatan baik dari luar maupun dari dalam 

organisasi. 

Adapun fenomena yang ditemukan dilapangan oleh penulis mengenai Pelaksanaan 

Aplikasi Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut: 

1. Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 

Aplikasi Smart Tax Pekanbaru Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 

ditemukan bahwa jenis pelayanan pajak daerah yang tersedia di aplikasi ini hanya 4 

jenis pajak, sedangkan pada peraturan ada 11 jenis pajak. 

2. Dilihat dari tabel 1.2 Pembayaran pajak melalui smart tax sudah lebih banyak 

dibandingkan yang membayar langsung ke kantor Bapenda, sehingga penulis ingin 

mengetahui faktor keberhasilan pelaksanaan aplikasi Smart Tax di Kota Pekanbaru. 

Tinjauan Pustaka 

 Richard E.Matland mengembangkan sebuah model yang disebut Model Matriks 

Ambiguitas-Konfliik yang menjelaskan mengenai implementasi kebijakan adalah 

implementasi yang dilakukan dalam aktivitas operasional keseharian birokrasi. Pada 

prinsipnya matriks Matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal 

implementasi kebijakan yaitu: 

1. Ketepatan Kebijakan 

2. Ketepatan Pelaksana 

3. Ketepatan Target, dan 

4. Ketepatan Lingkungan. 

 Menurut Nugroho dalam Public Policy (2011:618) mengatakan bahwa implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. 

Kemudian berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Matland, ia berpendapat 

bahwa pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi 

kebijakan yaitu: 

1. Ketepatan Kebijakan, dinilai dalam tiga hal, yaitu: 

a. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah 

bermuatan hal-hal yang memang memcahkan masalah yang hendak 

dipecahkan. 

b. Sisi kedua penilaiannya adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan 

sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. 

c. Sisi ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh Lembaga yang mempunyai 

kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya. 

2. Ketepatan Pelaksanaannya. Actor dalam implementasi kebijakan tidaklah hanya 

pemerintah melainkan ada tiga Lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu: 
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a. Pemerintah, kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu 

identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, 

seperti pertahanan dan keamanan. 

b. Pemerintah bersama masyarakat/swasta, kebijakan yang bersifat 

memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan. 

c. Implementasi kebijakan yang diswastakan (Privatization atau contracting out). 

Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti 

bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak efektif 

menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industry-industri 

berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan 

kepada masyarakat. 

3. Ketepatan Target, berkenaan dengan tiga hal: 

a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah ada 

tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan 

intervensi kebijakan lain. 

b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi kebijakan lain, 

ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga 

apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi 

target dalam keadaan kondisi yang mendukung atau menolak. 

c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui 

implementasi kebijakan sebelumnya. 

4. Ketepatan Lingkungan, ada dua lingkungan yang menentukan, yaitu: 

a. Lingkungan kebijakan, interaksi di antara Lembaga lain yang terkait. Donald J. 

Calista menyebutnya sebagai Lembaga endogen, yaitu authoritative arrangement 

yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang 

terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan 

implementation setting yang berkenaan dengan tawar-menawar antara otoritas 

yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan 

implementasi kebijakan. 

b. Lingkungan Eksternal kebijakan yang disebut Calista variable eksogen, yang 

terdiri atas public opinion, yaitu persepsi public akan kebijakan dan 

implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan 

interpretasi Lembaga-lembaga strategis dalam masyaratakt, seperti media 

massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam 

menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan individualis, yakni 

individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam 

menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. 

5. Ketepatan Proses. Secara umum, implementasi kebijakan public terdiri atas tiga 

proses, yaitu: 
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a. Policy Acceptance. Dalam hal ini public memahami kebijakan sebagai sebuah 

“aturan main” yang diperlukan untuk masa ddepan, di sisi lain pemerintah 

memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. 

b. Policy Adoption. Dalam hal ini public menerima kebijakan sebagai sebuah 

“aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah 

menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksakan. 

c. Strategic readiness. Dalam hal ini public siap melaksanakan atau menjadi bagian 

dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau birokrat pelaksana) siap 

menjadi pelaksana kebijakan. 

Metode 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu 

dengan variabel yang lain. Adapun yang menjadi landasan peneliti menggunakan tipe 

penelitian survey deskriptif adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah aktual yang 

terjadi pada masa sekarang, memberikan gambaran tentang pelaksanaan aplikasi Smart Tax 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dapat mengumpulkan data, menyusun data, 

menginterpretasikan serta datanya dapat disimpulkan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dikarenakan metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yang melibatkan 

pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi 

yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel dan pengujian hipotesis sehingga 

memberikan hasil penelitian yang aktual. 

Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Aplikasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

No Indikator 

Responden 

Jumlah 
Terlaksana 

Cukup 

Terlaksana 

Kurang 

Terlaksana 

1.  Ketepatan Kebijakan 6 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

2. Ketepatan Pelaksanaan 4 

(67%) 

1 

(17%) 

1 

(17%) 

6 

(100%) 

3. Ketepatan Target 5 

(83%) 

1 

(17%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

4. Ketepatan Lingkungan 4 

(67%) 

2 

(33%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

5. Ketepatan Proses 4 

(67%) 

2 

(33%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

 Jumlah 23 6 1 30 
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 Rata-rata 5 1 0 6 

 Persentase 83% 17% 0 100% 

   Sumber Data: Olahan Hasil Penelitian, 2024 

 

 Dari hasil rekapitulasi yang penulis hitung dari hasil penyebaran kuesioner pada 

pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menjawab rata-rata pada kategori 

“Terlaksana”. Hal ini dikarenakan: 

 Berdasarkan indikator Ketepatan Kebijakan pegawai memberikan jawaban 

Terlaksana, Hal ini dikarenakan aplikasi Smart Tax dilaksanakan oleh lembaga yang 

berwenang yaitu Badan Pendapatan Daerah dan kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan karakter masalah dan sesuai dengan kebutuhan terkini bahwa saat ini untuk 

mengoptimalkan system perpajakan dengan memanfaatkan teknologi digital guna 

meningkatkan efisiensi, tranparansi, dan kepatuhan setiap wajib pajak. Untuk kebijakan ini 

sudah dilakukan oleh Lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Noor 115 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aplikasi pada Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru.  

 Berdasarkan indikator Ketepatan Pelaksanaan, dari hasil sebaran kuesioner pegawai 

memberikan jawaban Terlaksana. Hal ini dikarenakan kesiapan pelaksana dalam 

mengerjakan tugas sudah berjalan dengan baik karena Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru telah memberikan pengarahan kepada wajib pajak, kesiapan petugas sudah sangat 

baik, kemudian aplikasi dibuat langsung oleh Tim IT atau Pranata Komputer sehingga 

kekurangan yang ada bisa dievaluasi dengan cepat. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru 

Noor 115 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aplikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru dituangkan peraturan mengenai ketersediaan pendaftaran pajak, lapor pajak dan 

anggaran untuk aplikasi Smart Tax Pekanbaru. Kemudian Standar Operasional Prosedur 

(SOP) untuk aplikasi ini yang telah disusun dan disosialisasikan kepada pegawai mengenai 

pendataan pajak Self Assesment, SOP Pelayanan Informasi, SOP penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan pajak daerah, SOP Subbid DTI. 

 Berdasarkan indikator Ketepatan Target, dilihat dari jawaban responden mereka 

memberikan jawaban pada kategori Terlaksana. Hal ini diakrenakan kesesuaian objek yang 

di intervensi yaitu wajib pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir, yang mana sudah Sebagian 

besar dari wajib pajak ini melakukan lapor pajak dan pembayaran pajak melalui aplikasi Smart 

Tax yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Kemudian untuk 

kesesuaian perencanaan yang telah disusun pada rencana kerja dan SOP untuk pembaharuan 

data dan teknologi informasi. 

 Berdasarkan indikator Ketepatan Lingkungan, dilihat dari jawaban responden 

pegawai memberikan jawaban pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan komunikasi 

yang dilakukan pegawai dengan wajib pajak sudah terlaksana dengan baik, sehingga 

pelaksanaan aplikasi ini sudah berjalan sesuai sebagaimana mestinya dengan bidang masing-

masing pegawai.  

 Berdasarkan indikator Ketepatan Proses dilihat dari jawaban responden pegawai 

memberikan jawaban pada kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan pegawai Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memahami tugas, menerima tugas dan kesiapan 
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pegawai dalam melaksanakan tugas berkenaan dengan kebijakan aplikasi ini yang sudah 

professional. Kemudian memberikan arahan kepada wajib pajak dan menanggapi keluhan 

mengenai aplikasi Smart Tax. 

 Dari hasil kuesioner, observasi dan wawancara peneliti dilapangan dapat disimpulkan 

bahwa Pelaksanaan Aplikasi Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

berada pada kategori ‘’Terlaksana’’. Hal ini dikarenakan walaupun pelaksanaan aplikasi 

Smart Tax yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah berjalan 

sebagaimana mestinya dan mendapatkan respon yang positif oleh masyarakat namun masih 

terdapat banyak kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan aplikasi tersebut baik dari 

ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan 

ketepatan proses yang menyebabkan perlunya perbaikan agar pelayanan pajak yang 

diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak terlaksana dengan lebih baik 

dan mendapat kepuasan dari wajib pajak atas kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru. 

 

Tabel 2:  Rekapitulasi Tanggapan Responden Wajib Pajak mengenai Pelaksanaan 

Aplikasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

No Indikator 

Responden 

Jumlah 
Terlaksana 

Cukup 

Terlaksana 

Kurang 

Terlaksana 

1.  Ketepatan Kebijakan 222 

(68%) 

96 

(30%) 

6 

(2%) 

324 

(100%) 

2. Ketepatan Pelaksanaan 164 

(51%) 

120 

(37%) 

40 

(12%) 

324 

(100%) 

3. Ketepatan Target 141 

(44%) 

153 

(47%) 

30 

(9%) 

324 

(100%) 

4. Ketepatan Lingkungan 193 

(60%) 

127 

(39%) 

4 

(1%) 

324 

(100%) 

5. Ketepatan Proses 170 

(52%) 

141 

(44%) 

14 

(4%) 

324 

(100%) 

 Jumlah 890 637 94 1.620 

 Rata-rata 178 127 19 324 

 Persentase 55% 39% 6% 100% 

   Sumber Data: Olahan Hasil Penelitian, 2024 

 

 Dari data hasil rekapitulisasi yang dipaparkan penulis dapat dilihat bahwa rata-rata 

responden Wajib Pajak menjawab Terlaksana: 

 Berdasarkan Indikator Ketepatan Kebijakan, Wajib Pajak mamberikan jawaban 

Terlaksana. Hal ini dikarenakan pelaksanaan aplikasi Smart Tax dilaksanakan oleh lembaga 

yang berwenang yaitu Badan Pendapatan Daerah dan telah membuat kebijakan sesuai dengan 

karakter masalah yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak karena merasa system pelaporan 

dan pembayaran yang rumit dan lambat. Manfaat dari pelaksanaan aplikasi Smart Tax ini juga 
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sudah dirasakan oleh wajib pajak yaitu kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak daerah 

yang bisa dilakukan di mana saja. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

115 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aplikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru, untuk item penilaian standar kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

terdapat beberapa yang tidak dipenuhi pada aplikasi Smart Tax Pekanbaru di mana pada 

peraturan disebutkan jenis pelayanan pajak daerah yang dapat dilakukan pada Aplikasi Smart 

Tax, meliputi : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan 

jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak, pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Namun, pada aplikasi hanya bisa untuk pelayanan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian untuk item 

penilaian kebijakan sesuai dengan karakter masalah berdasarkan pada peraturan walikota 

pekanbaru tersebut sudah sesuai dengan karakter masalah di mana jenis pelayanan pajak 

yang disebutkan dalam peraturan tersebut merupakan pelayanan pajak yang dapat 

memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa harus ke kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru. 

 Berdasarkan Indikator Ketepatan Pelaksana, Wajib Pajak mamberikan jawaban 

Terlaksana. Hal ini dikarenakan pelaksanaan aplikasi Smart Tax oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan oleh wajib pajak yang terdata di Kota Pekanbaru. 

Namun, kekurangannya terletak pada ketersediaan pendaftaran pajak yang belum optimal. 

Kemudian untuk pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sudah berjalan sesuai dengan 

yang telah diatur, karena alur pelaporan, pembayaran dan verifikasi oleh admin atau staf 

sudah berjalan dengan baik. 

 Berdasarkan indikator Ketepatan Target, Wajib Pajak memberikan jawaban pada 

kategori Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat, 

kemudian kebiasaan wajib pajak yang membayar manual sebab ada pajak lain yang harus 

disetor secara manual ke kantor. Selain itu penyediaan lapor pajak daerah yang masih dirasa 

tanggung sehingga diperlukan penambahan untuk lapor pajak lainnya di aplikasi tersebut 

yang memungkinkan wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan dari aplikasi sangat 

membantu memudahkan urusan wajib pajak. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesesuaian perencanaan antara lain kualitas perencanaan awal, ketersediaan sumber daya, 

serta perubahan situasi atau kebijakan yang terjadi selama proses implementasi, misalnya 

ketersediaan menu pendaftaran pajak yang tidak bisa diakses oleh wajib pajak 

 Berdasarkan indikator ketepatan Lingkungan, Wajib Pajak memberikan jawaban pada 

kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan interaksi-interaksi dari dalam dan luar Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berperan sebagai pelaksana sudah professional. 

Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memiliki keterampilan, 

pengalaman, dan keahlian di bidangnya. 

 Berdasarkan indikator Ketepatan Proses, Wajib Pajak memberikan jawaban pada 

kategori Terlaksana. Hal ini dikarenakan baik dari wajib pajak dan pegawai memahami dan 

menerima adanya kebijakan pelaksanaan aplikasi Smart Tax yang berguna untuk membantu 

wajib pajak agar lebih mudah dan cepat dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. 

 Selain itu, aplikasi ini sudah menggunakan Self Assessment di mana setiap wajib pajak 

bisa melakukan penginputan laporan setoran penghasilan dan menghitung sendiri persenan 
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yang akan dibayarkan untuk setiap pajak dari tempat usaha mereka sendiri. Berdasarkan 

penerimaan kebijakan mengacu pada seberapa baik kebijakan terkait implementasi aplikasi 

Smart Tax diterima oleh wajib pajak, ini mencakup pemahaman, kesadaran dan dukungan 

wajib pajak terhadap kebijakan tersebut. Kategori terlaksana menunjukkan bahwa wajib pajak 

telah menerima kebijakan dengan baik, memahami tujuan dan manfaatnya serta mendukung 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kebijakan 

termasuk kejelasan komunikasi dari Bapenda, efektivitas sosialisasi atau kampanye informasi 

dan persepsi wajib pajak mengenai manfaat kebijakan kepada Sebagian besar wajib pajak. 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa Pelaksanaan Aplikasi Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

berada pada kategori Terlaksana. Dikarenakan, aplikasi Smart Tax telah dilaksanakan oleh 

lembaga yang berwenang yaitu Badan Pendapatan Daerah dan telah membuat kebijakan 

sesuai dengan karakter masalah yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan 

pelaporan dan pembayaran pajak karena system yang rumit dan lambat. Dapat dilihat diatas 

bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat terutama wajib pajak sudah mulai meningkat 

karena hampir keseluruhan wajib pajak mau mendengarkan arahan petugas untuk beralih 

dari system konvensional ke system digital melalui aplikasi Smart Tax. Kemudian anggaran 

yang dibutuhkan tidak terlalu banyak karena system ini dibuat sendiri oleh tim pranata 

computer dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk dapat lebih 

meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar adalah dengan adanya sosialiasi dari 

berbagai acara-acara yang diseleranggakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

dengan lebih menonjolkan mengenai aplikasi Smart Tax ini. Dengan begitu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan aplikasi Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru ini sudah terlaksana dengan baik. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan pelaksanaan Aplikasi 

Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ditemukan beberapa hambatan 

antara lain: 

1.  Dalam pelaksanaan aplikasi Smart Tax ini ditemukan beberapa penolakan oleh wajib 

pajak, ini dikarenakan pada awalnya tidak semua wajib pajak mau beralih dari metode 

manual ke metode digital karena kebiasaan lama dan rasa nyaman dengan cara manual. 

2.  Kurang lengkapnya penyediaan lapor pajak seperti pajak air tanah, pajak penerangan jalan 

dan beberapa pajak yang disebutkan dalam peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021 

pada aplikasi Smart Tax. Dituliskan dalam peraturan tersebut pada BAB IV Penggunaan 

Aplikasi pasal 6 ayat 2 sebagai berikut “Jenis pelayanan pajak daerah yang dapat dilakukan 

pada Aplikasi Smart Tax, meliputi : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak 

Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.”  

3.  Keterbatasan waktu layanan yang tidak tersedia selama 24/7 atau di luar jam kerja 

mengakibatkan wajib pajak yang mengalami masalah teknis di luar jam kerja tersebut 

kesulitan mendapatkan bantuan 

Kesimpulan 
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 Pada pelaksanaan aplikasi Smart Tax pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik pada Sebagian besar indikator. Indikator-

indikator seperti ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan lingkungan dan 

ketepatan proses yang sesuai dengan yang diatur pada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 

115 Tahun 2021 bahwa pelaksananya adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 

sesuai dengan karakter masalah saat ini yaitu system pembayaran manual yang rumit dan 

lajunya pertumbuhan usaha-usaha masyarakat di berbagai bidang, kesesuaian standar 

operasional prosedur dengan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Pekanbaru, kerjasama pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru dalam memberikan pemahaman dan pengarahan kepada wajib pajak, dan 

berbagai faktor seperti kepemimpinan yang efektif, dukungan manajemen yang mana 

kejelasan informasi yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap 

sebagian besar wajib pajak yang berjalan dengan baik. 
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